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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2016 dan 2017 

mengalami penyusutan pada tahun 2016 sebesar 10,86% dengan 28,01 juta 

orang, sedangkan pada tahun 2017 berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

sebesar 10,12% dengan 16,58 juta orang.
1
 Dalam hal ini penyebab kemiskinan 

terjadi dalam jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai 

garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan seperti halnya beras dan 

makanan pokok lainya, sedangkan jenis komoditi non makanan yang 

berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan adalah 

perumahan, pendidikan, listrik. Dapat disimpulkan kemiskinan disebabkan 

karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar makanan.  

Dalam pendekatan kontemporer dalam ekonomi pembagunan melihat 

bahwa penyebab kemiskinan bisa dilihat dari tiga teori sebagai berikut:
2
 

pertama, teori yang menekankan pada nilai-nilai mereka. Mereka miskin 

karena bodoh, males, tidak ulet, tidak mempunyai prestasi. Kedua, teori yang 

menekankan pada organisasi ekonomi masyarakat.  Pada teori ini menganggap 

orang itu miskin karena kurangnya suatu peluang dan kesempatan untuk 

memperbaiki hidup mereka. Teori ketiga menekankan pada pembagian

                                                           
1
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-

september-2017-mencapai-10-12-persen.html. diakses Sabtu, 15 Desember 2018, pukul 20.53 
2
Nurul Huda, Ekonomi Pembagunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 10 
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kekuasaan dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat. Tatanan dan struktur 

masyarakat yang ada dianggap sebagai hasil paksaan sekelompok kecil anggota 

masyarakat yang berkuasa. Dengan itu dari permasalahan dalam teori 

kemiskinan dapat diambil jalan sebagai berikut, teori pertama, mereka harus 

dicerdaskan, teori kedua, adanya industrialisasi agar ada tetesan ke bawah. 

Bagi teori ketiga yaitu perombakan struktur. Kesenjangan merupakan salah 

satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai negara 

termasuk Indonesia. Hal ini diharapkan paradigma pembagunan ekonomi tidak 

hanya mengejar pertumbuhan melainkan juga melihat ukuran pemerataan 

dalam distribusi. Dengan hal tersebut dalam kemiskinan dapat di perkecil 

dengan melakukan industrialisasi yang dapat dilakukan oleh semua orang 

kalangan baik tingkat rendah hingga tingkat atas sesuai dengan kemampuan 

yang mereka miliki.  

Hal itu dapat dilihat sejak pemerintah orde lama, orde baru hingga orde 

reformasi sekarang ini, untuk  mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan 

makmur, baik material maupun spiritual belum juga berjalan dengan 

sepenuhnya, padahal pemerintah telah melakukan pembangunan di berbagai 

bidang secara berkesinambungan.
3
 Namun rupanya peningkatan kesejahteraan 

tersebut belum dirasakaan oleh seluruh masyarakat Indonesia.  

Seiring dengan hal tersebut berkembangnya perekonomian Indonesia 

tidak terlepas dari peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

menjadi tulang punggung perekonomian negara yang mampu menyelamatkan 

                                                           
3
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PT Bumi Aksara, 2011), cet 1, hal. 1 
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negara dalam kondisi krisis sekalipun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetepi juga di 

negara-negara maju. Di negara maju Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) penting tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling 

banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar seperti halnya di negara sedang 

berkembang pembagunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara berkembang 

bertujuan memeratakan pembagunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh 

masyarakat, yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi 

perbedaan kemampuan antar daerah, struktur perekonomian yang seimbang.
4
 

Tidak hanya hal tersebut melainkan juga kontribusinya terhadap pembentukan 

atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan 

kontribusi dari usaha besar.
5
 

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti 

berperan strategis dan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis 

ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Disisi lain, sektor 

usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang 

strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini 

mempunyai beberapa keunggulan dibanding usaha besar dan menengah. 

                                                           
4
Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Kebijakan), (Jakarta: 

Kencana Prenda, 2007), hal. 26 
5
Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 

2012), hal. 1 
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Keunggulan-keunggulan sektor ini kemampuan menyerap tenaga kerja dan 

menggunakan sumber daya lokal serta usahanya relatif bersifat fleksibel.
6
 

Dalam pengembangan ekonomi nasional, yang menjadi prioritas yaitu 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung sistem ekonomi keraketan 

untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengembangannya mampu 

memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. 

Dalam analisis makro ekonomi, UMKM memiliki peran strategis dalam 

pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU Nomor 

20 Tahun 2008 Bab III pasal 5 yang berbunyi “meningkatkan peran Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan 

kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat 

dari kemiskinan”.
7
 Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM memainkan 

perannya dalam penciptaan lapangan kerja, dengan demikian UMKM telah 

berperan aktif menyerap tenaga kerja, yang secara tidak langsung mengurangi 

tingkat pengangguran di Indonesia. 

Dengan hal tersebut pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mampu menghadapi tantangan 

                                                           
6
Supriyanto, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah 

Upaya Penanggulan Kemiskinan”, (Yogyakarta: Universitas Yogyakarta), Jurnal Ekonomi dan 

Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, April 2006, hal 2 
7
Ishworo Widyanto, Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia Implementasi 

Kendalanya.https://blog.uny.ac.id/files/2012/05/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia-

implementasin-kendalnya.html, diakses pada 7 November 2018 pukul 1. 36 
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global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber 

daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu 

dilakukan untuk menambah nilai jual Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM), utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang 

kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi yang mampu 

menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
8
  

Hal tersebut dapat dilihat pada kiprah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang memberi kontribusi yang signifikan dalam perekonomian 

nasional. Pada tahun 2015, jumlah UMKM di perkirakan mencapai 60,7 juta 

unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro (98,73 persen). 

Pertumbuhan UMKM dalam periode 2011-2015 mencapai 2,4 persen dengan 

pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah yaitu sebesar 8,7 persen.
9
 

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2017 di perekonomian 

nasional terhitung cukup besar jumlah tersebut mencapai 99,9%, penyerapan 

tenaga kerja mencapai 97%, dengan menyumbang pada PDB hingga 60,34%, 

dengan rincian jumlah usaha kecil di Indonesia 93,45% kemudian usaha 

menengah 5,1%  dan yang besar hanya 1%, 
10

 

                                                           
8
Alief Rakmetyan Setyanto dan Bhimo Rizky Samodra, “Kajian Strategi Pemberdayaan 

UMKM Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan Asean”, (Surakarta:Universitas Sebelas 

Maret), Jurnal Etikonomi,Volume 14, Nomor 2, Oktober 2015, hal 206 
9
Rahma Iryanti, “Warta KUMKM Penguatan UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkualitas”, (Jakarta: Direktorat Pengembangan UMK dan Koperasi), Jurnal ekonomi, Volume 5, 

Nomor 1, 2016, hal. 4 
10

Anonim,https://m.liputan6.com/bisnis/read/3581067//umkm-sumbang-60-persen-ke-

pertumbuhan-ekonomi-nasional, diakses senin, 01 oktober 2018, pukul 20.10 WIB 
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Pada surat kabar harian Kompas Jumat, 7 Desember 2018 termuat 

tentang peranan sektor Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) bagi 

perekonomian, UMKM menjadi tulang punggung dengan presentasi 98,8% 

unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 96,99% dari total tenaga 

kerja.
11

 Dengan itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus 

mendapat dorongan terhadap pengembangan dan pemberdayaan pemerintah 

terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat gencar 

dilakukan bahkan bisa disebut paling gencar sejak reformasi.  

Hal tersebut sesuai dengan pengertian pemberdayaan menurut Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

pasal 1 ayat 8 yang menyatakan pemberdayaan dunia usaha adalah upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk 

penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil 

mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh 

dan mandiri.
12

 Pada tanggal 5 November 2007 pemerintah meluncurkan suatu 

kebijakan yang bermanfaat untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dalam mendapatkan modal usaha.
13

 Dari hasil program yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, maka perkembangan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah setiap tahun mengalami perubahan, berikut data Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Tahun 2013-2017 sebagai berikut: 

                                                           
11

MikhaelGewati,http://google.com/amp/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/12/07/1136

31626/jangan-remehkan-umkm-kecil-kecilcabe-rawit, diakses sabtu, 15 desember 2018, pukul 

12.33 WIB 
12

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 2008 

(UU RI No. 20 tahun2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 4 
13

Intan Nursiam, Kredit Usaha Rakyat, http://intannursiam.com/2009/12/11/kredit-usaha-

rakyat.html, diakses 30 September 2018 
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Tabel 1.1  

Perkembangan Jumlah UMKM  

di Indonesia Tahun 2013-2017 
 

No Unit Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Usaha 

Mikro 

55.856.176 

(98,79%) 

57.189.393 

(98,77%) 

58.521.987 

(98,74%) 

60.863.573 

(98,71%) 

62.106.900 

(98,70%) 

2 Usaha 

Kecil 

629.418  

(1,11%) 

654.222 

(1,13%) 

681.522 

(1,15%) 

731.047 

(1,19%) 

757.090 

(1,20%) 

3 Usaha 

Menengah 

48.997 

(00,9%) 

52.106 

(0,09%) 

59.263 

(0,10%) 

56.551 

(0,09%) 

58.627 

(0,09%) 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Dari tabel 1.1 di atas menujukkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) mengalami perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya 

meskipun masih dalam keadaan bertahan belum mengalami kenaikan hal 

tersebut terlihat dari pangsa pada usaha mikro dari  tahun 2013 sampai 2017 

sebesar 13, 83%, usaha kecil sebesar 25,72% dan usaha menengah sebesar 

32,40%, dari data diatas pertumbuhan terbesar terdapat pada usaha menengah 

yang senilai 32, 40%. Dengan kata lain semakin meningkatnya usaha tiap 

daerah juga akan mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  

Perkembangan hal tersebut juga di alami di Kabupaten Tulungagung, 

Tulungagung terletak pada posisi 111
0 

43’ sampai dengan 112
0
 07’ Bujur 

Timur dan 7
0 

51’ sampai dengan 8
0
 18’ Lintang Selatan. Dengan batas daerah, 

disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan 

Kecamatan Kras. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di 

sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan di sebelah Barat 
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berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Tulungagung terbagi menjadi 19 

Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.  

Terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Tulungagung bukan hanya terkenal sebagai kota marmer, keberadaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga sangat mudah untuk ditemui di kota 

ini, baik yang berskala personal maupun kelompok. Hal tersebut terlihat dari 

potensi yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dari 

aspek besarnya maupun luasnya sektor ekonomi yang ditangani, maka peluang 

tambahnya usaha baru dan pengembangan kewirausahaan dari komunitas 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini menjadi salah satu harapan 

dalam menghadapi tantangan kedepan. Potensi yang dimiliki Tulungagung 

beragam seperti halnya kerajinan, batik, makanan dan minuman serta marmer 

yang sudah sampai ekspor. Potensi-potensi tersebut harus tetep dijaga untuk 

dapat terus meningkat sehingga terjadi pembangunan dan pemerataan di 

Kabupaten Tulungagung. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tulungagung tersebar di 

sejumlah wilayah Tulungagung yang meliputi 19 Kecamatan dimana semua 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut berada di bawah naungan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan 

adanya pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil diharapkan usaha-usaha yang ada di Tulungagung, 

dapat bersaing dengan usaha dari luar kota dan pendapatan yang terus naik dari 

tahun ke tahun dapat dirasakan oleh pengusaha UMKM  di Kabupaten 
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Tulungagung. Untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di bangun sentra-sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

serta mempunyai Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (PLUT-KUMKM) di Tulungagung yang diresmikan hari Jumat 

9 Desember 2016 oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). 

di Ngantru Tulungagung yang di buka siang malam untuk menjawab 

kebutuhan akan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi peran pemberdayaan 

UMKM yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang merupakan layanan 

jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan produktifitas, nilai tambah, 

kualitas kerja, dan daya saing  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumber daya manusia, 

produktifitas, pembiayaan dan pemasaran di wilayah provinsi/kabupaten/kota,  

dengan hal tersebut tentu akan meningkatkan aktivitas ekonomi serta untuk 

memancing agar investor dapat masuk ke lingkungan Tuluagagung. 

Dengan adanya upaya peran pemberdayaan yang dilakukan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pusat Layanan 

Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) 

diharapkan perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung semakin 

meningkat dengan Memberikan peningkatan kualitas produktivitas usaha dan 

memunculkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah baru setiap tahunnya, 

kemudian memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan terciptanya 
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lapangan pekerjaan serta memberikan kontribusi pada pertumbuhan Indonesia. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Ilmu Ekonomi Regional yang 

mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah menciptakan 

lapangan pekerjaan atau setidak-tidaknya tingkat pengangguran rendah karena 

pekerjaan sebagai sumber pendapatan, tetepi juga memberikan status bagi yang 

bekerja, adanya pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir terciptanya stabilatas 

harga untuk menciptakan rasa aman tentram dalam perasaan masyarakat. 

Berikut adalah jumlah data Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten 

Tulungagung: 

Tabel 1. 2  

Perkembangan Jumlah UMKM  

Di Kabupatem Tulungagung 2011-2015 

 

No Keterangan JUMLAH 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Usaha Kecil 7.457 7.514 8.291 8.469 8.492 

2 Usaha Menengah 18 19 33 39 41 

3 Usaha Besar 21 23 14 14 13 

Jumlah 7.496 7.556 8.338 8.522 8.546 

  Sumber:  Data Sekunder diolah sendiri  

 Dari tabel 1.2 diatas perkembangan jumlah unit usaha pada tahun 2011-

2015 di Kabupaten Tulungagung, mengalami kenaikan rata-rata 3, 38%, 

menengah 25,68%. Namun pada perkembangan tersebut masih mengalami 

kendala dalam baik internal maupun eksternal.  

Kendala yang dialami terkait internal pengusaha UMKM adalah seperti 

halnya mengenai penetrasi pasar, modal, promosi dan kualitas dari sumber 

daya manusianya, sedangkan permasalahan yang dialami terkait eksternal 

seperti halnya penempatan bidang pada yang terkadang tidak sesuai, kurangnya 
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anggaran untuk pelatihan. Dengan hal tersebut dalam penelitian ini juga akan 

membahas mengenai permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh 

pihak pengusaha maupun dinas terkait. Berikut data produk UMKM Kabupaten 

Tulungagung tahun 2016, 

Tabel 1. 3  

Data Produk UMKM di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 

 

 
No Kecamatan Produk 

Craft Makmin Konveksi Palen Hydroponik Total 

1 Tulungagung 4 19 7 - - 30 

2 Kedungwaru 9 6 - - 1 16 

3 Kauman 11 43 7 13 7 81 

4 Karangrejo 13 20 5 10 17 65 

5 Ngunut 9 45 1 1 28 84 

6 Boyolangu 8 66 5 24 63 166 

7 Ngantru 1 45 1 33 50 130 

TOTAL 572 

Sumber: Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah        

Tulungagung  

 

 Dari tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah produk UMKM yang 

berada di Kabupaten Tulungagung sejumlah 572 produk dengan rincian, 

Kecamatan yang memiliki total produk terbesar adalah Kecamatan Boyolangu 

dimana pada kecamatan tersebut memiliki jumlah produk 166 produk, dengan 

produk unggulan ialah makanan minuman sejumlah 66 produk, dan yang 

menempati posisi kedua adalah Kecamatan Ngantru dengan total produk 130 

produk, dengan keunggulan produk hydroponik. Melihat data diatas dari tiap 

kecamatan memiliki produk unggulan masing-masing namun dapat dilihat 

dalam data masih terlihat belum adanya pemerataan, sehingga peran dari Dinas 

Koperasi dan UMKM serta PLUT KUMKM dapat lebih digali lagi agar 
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pemerataan tersebut dapat tercapai yang akan menghasilkan pendapatan yang 

akan meningkatkan kesejahteraan dari pengusaha UMKM.  

Tabel data tabel 1.3 diatas juga menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di Kabupaten Tulungagung Sebanyak 572, dan yang menjadi 

binaan PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) sebagai berikut: 

Tabel 1. 4  

Data Produk Binaan PLUT KUMKM  

di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 

 

 

No Kecamatan 

Produk 

Makmin Craft Kuliner Hydroponik 

dan lainya 

Jumlah 

1 Gondang 18 4  1 23 

2 Kedungwaru 17 16 6 4 43 

3 Karangrejo 3 2 1 2 8 

4 Boyolangu 11 6 3  20 

5 Kalidawir 6 2 1 1 10 

6 Sumber Gempol 9 3  1 13 

7 Bandung 6    6 

8 Campurdarat 2 5  2 9 

9 Tulungagung 34 13 8  55 

10 Pucanglaban 1 1  1 3 

11 Pakel 1 1 1  3 

12 Ngantru 6   2 8 

13 Pagerwojo 3    3 

14 Rejotangan 5 5  1 11 

15 Ngunut 3 1 1 4 9 

16 Sendang 3   2 5 

17 Besuki 5    5 

18 Tanggunggunung 1    1 

19 Kauman 5 3  3 11 

Total 246 

Sumber: PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah) 
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Tabel 1.4 diatas Menunjukkan bahwa 572 Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah), hanya 246 yang menjadi binaan PLUT-KUMKM (Pusat Layanan 

Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Tulungagung 

yang meliputi usaha makanan dan minuman, kerajinan, kuliner, palen dan 

hydroponik. 

 Untuk menjadi binaan PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sangatlah mudah dengan 

mendatangi PLUT KUMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya. 

Namun masih banyak pengusaha UMKM yang belum mengetahui adanya 

gedung PLUT KUKM yang lokasinya berada di Kecamatan Ngantru namun 

tidak hanya belum mengetahui lokasinya tetapi karena pengusaha UMKM juga 

mengalami kendala internal dalam usahanya. Hal tersebut juga disampaikan 

pada surat kabar harian Merdeka pada tanggal 6 juli 2018, bahwa dari hasil 

riset Worldbank ada 4 permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu 

akses pembiayaan, tidak ada akses peluang usaha, kapasitas Sumber Daya 

Manusia dan Kelembagaan dan regulasi dan birokrasi.
14

 Oleh karena 

permasalahan tersebut perlu ada tindak lanjut dari pemerintah daerah dan dinas 

terkait untuk mempertahankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat 

bertahan serta meningkatkan kualitas produk dan pendampingan usaha oleh 

dinas terkait, seperti yang sudah tertera pada firman Allah SWT dalam QS. Al 

Israa’: (70) 

                                                           
14

https://www.google.com/amp/merdeka.com/amp/uang/pemerintah-ungkap-hambatan-

bagi-umkm-kembangkan-diri.html diakses selasa, 11 September 2018, pukul 21.00  

https://www.google.com/amp/merdeka.com/amp/uang/pemerintah-ungkap-hambatan-bagi-umkm-kembangkan-diri.html
https://www.google.com/amp/merdeka.com/amp/uang/pemerintah-ungkap-hambatan-bagi-umkm-kembangkan-diri.html
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َو ف ضَّلْن اهُمَْعَ وَ  َالْب يَِّو الْب حْريَو ر ز قْ ن اهُمَْمين َالطَّييِّب اتي َآد م َو حَ  لْن اهُمَْفِي رَّمْن اَب نِي كَ  ثييٍرَمِيَّنَْل ق دْ كَ  ل ى
يلا ل قْن اَت  فْضي  خ 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.(QS. Al Israa’: 70)
15

 

 

 Maksud Dari ayat diatas adalah agar manusia dapat melaksanakan 

tugasnya di dalam kehidupan, maka dia membutuhkan persiapan seperti 

manhaj Islam. Seperti halnya dalam menjalankan tugasnya di dalam 

kehidupan, mendorong aktif dalam merealisasikan apa yang ditundukkan Allah 

untuknya tentang sumber-sumber alam dengan sebaik-baiknya dan 

menggunakannya sebagai bantuan sepenuhnya dalam merealisasikan 

pengabdian kepada Allah Ta’ala.
16

 

 Merujuk dari UU Perkoperasian No. 20 Tahun 2008 pasal 4 tentang 

prinsip dan Tujuan Pemberdayaan. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah yang akan didampingi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah beserta Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk 

dapat meningkatkan produk Usaha Kecil dan Menengah.
17

 Serta penelitian 

yang dilakukan oleh Hesti Kusuma Wardani dari Universitas Brawijaya 

mengenai peran Dinas Koperasi dan UMKM mendapatkan hasil penelitian 

bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata selain itu 

juga peneliti memilih Kabupaten Tulungagung untuk dijadikan penelitian 

                                                           
15

Kementrian Agama RI, Ummul Mukminin Al Qur’an dan Terjemahan untuk wanita, 

(Jakarta: Wali, 2012), hal. 289 
16

Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, Fiqih Ekonomi Umar Bin Khathab, (Jakarta: Pustaka Al 

Kausar: 2015), hal .436. 
17

 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang UMKM, ..., hal.7 
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karena Tulungagung merupakan salah satu daerah yang sudah memiliki Pusat 

Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang akan menjadi jaringan dan jasa 

pemasaran via dalam jaringan serta Dinas Koperasi dan UMKM yang dapat 

membantu pengusaha UMKM dalam mejalankan usahanya. Daerah 

Tulungagung merupakan daerah yang potensial, hal itu dapat dilihat dari 

beberapa produk yang sudah memiliki pangsa pasar seperti makanan, 

minuman, kerajinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis ingin 

mengkaji dan meneliti secara mendalam mengenai peran dalam pemberdayaan 

UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta PLUT KUMKM di 

Tulungagung dapat memaksimalkan perannya sehingga dapat berdampak pada 

pengusaha UMKM itu sendiri dan dinas terkait yang berimplikasi pada 

perekonomian. Dengan ini peneliti ingin membahas hal demikian dengan 

mengambil judul “Peran Dinas Koperasi dan UMKM serta Pusat Layanan 

Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil Menengah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Pengusaha 

UMKM Di Kabupaten Tulungagung” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) serta Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (PLUT KUMKM) dalam Pemberdayaan UMKM di 

Kabupaten Tulungagung? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) serta Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi 
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) dalam Pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Tulungagung?  

3. Bagaimana implikasi Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) serta Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) dalam Pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap Kesejahteraan Pengusaha 

UMKM di Kabupaten Tulungagung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pusat Layanan Usaha Terpadu 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) dalam 

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pusat 

Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(PLUT KUMKM) dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten 

Tulungagung  

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi Peran Dinas Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pusat Layanan Usaha Terpadu 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) dalam 

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap kesejahteraan 

pengusaha UMKM di Kabupaten Tulungagung 
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D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang Peran Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pusat Usaha 

Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT 

KUMKM) dalam pemberdayaan pengusaha UMKM yang berada di Kabupaten 

Tulungagung. Pada proses pemberdayaan tersebut pasti juga mengalami 

kendala baik dari intenal pihak dinas maupun eksternal pengusaha UMKM dan 

hasil pemberdayaan dari dinas terkait bagi pengusaha UMKM yang berada di 

Kabupaten Tulungagung akan mempengaruhi produktifitas dari UMKM itu 

sendiri dan berpimplikasi pada kesejahteraan dari pengusaha UMKM 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih untuk memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan dan juga menjadi referensi bagi kalangan 

akademis dan non akademis khususnya pada bidang ilmu pengetahuan 

dan  Ekonomi Regional. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

kedepannya pihak koperasi untuk meningkatkan binaan terhadap 

pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 

menangani kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM 

Mikro Kecil dan Menengah. 

2) Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam pihak Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan kualitas produk 

pengusaha UMKM Mikro Kecil dan Menengah. 

3) Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan 

hasil produksi baik dari Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya 

Alam, finansial serta proses akses produk halal dan pemasaran produk 

dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah di masyarakat yang 

mendapatkan binaan dari Dinas Koperasi serta Pusat Layanan Usaha 

Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT 

KUMKM). Serta dapat dijadikan penambah pengetahuan tentang 

keberadaan, baik yang sudah memiliki produk maupun belum Pusat 
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Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(PLUT KUMKM). 

b. Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pengetahuan 

pihak akademik untuk tambahan ilmu pengetahuan tentang berwirausaha 

dan khazanah ilmu untuk perpustakaan IAIN Tulungagung 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang 

akan datang mengenai kendala atau permasalahan yang dialami oleh 

dinas terkait dan Pengusaha UMKM Mikro Kecil dan Menengah. 

F. Penegasan Istilah 

1. Secara konseptual  

Untuk memperjelas judul, maka perlu adanya penegasan istilah 

sebagaimana dibawah ini: 

a. Peran 

Peran adalah peran seseorang dalam masyarakat erat kaitanya 

dengan kedudukan yang dimilikinya. Kedudukan diartikan sebagai 

tempat atau posisi seseoarang dalam suatu kelompok sosial. Peranan 

merupakan aspek dinamis, seseoarang dikatakan menjalankan peran 

apabila orang tersebut melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya.
18

 

 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 

 hal. 208 
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b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Koperasi adalah institusi yang tumbuh atas dasar solidaritas 

trandisonal dan kerja sama antar individu yang pernah berkembang sejak 

awal sejarah manusia sampai awal revolusi industri di eropa. Koperasi 

adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

orang-seorang demi kepentingan bersama.
19

 

c. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (PLUT KUMKM) 

PLUT KUMKM merupakan layanan usaha jasa non finansial 

sebagai solusi atas permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, 

kualitas kerja dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM), melalui pendampingan bidang kelembagaan, Sumber Daya 

Manusia, Produksi, Pembiayaan, dan Pemasaran.
20

 

d. Pemberdayaan  

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam 

bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang 

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21

 

 

                                                           
19

 http://depkop.go.id/tentang-kementrian/sejarah-kementrian/.html, diakses 02 januari 2019 
20

 Cisnasional, “PLUT-KUMKM” dalam http://cis-nasional.id/, diakses pada 15 Desember 

2018 
21

 Undang-Undang Perkoperasian 2012, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 112 

http://depkop.go.id/tentang-kementrian/sejarah-kementrian/.html
http://cis-nasional.id/
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e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-

Undang Perkoperasian 2012 sebagai berikut
22

: 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan dan 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana di 

maksud Undang-undang 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang. 

f.  Kesejahteraan  

Kesejahteraan adalah kondisi manakala kehidupan manusia aman dan 

bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat 

                                                           
22

 Ibid, hal 110 



22 
 

tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia 

memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam 

kehidupannya.
23

 

2. Secara Operasional  

Secara operasioanal yang dimaksud dari peran Dinas Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pusat Layanan Usaha Terpadu 

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) dalam 

Pemberdayaan UMKM terhadap Kesejahteraan pengusaha UMKM di 

Kabupaten Tulungagung adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

bagaimana peran dinas terkait dalam pemberdayaan pengusaha UMKM 

untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi serta pendapatan 

dari pengusaha UMKM yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan 

dari pengusaha UMKM tersediri dan masyarakat yang menjadi tenaga kerja 

pada pengusaha tersebut yang berada di kabupaten Tulungagung. Dinas 

Koperasi dan UMKM dan PLUT KUMKM di Kabupaten Tulungagung 

adalah lembaga untuk menyampaikan program-program yang dibuat 

pemerintah dalam mengembangkan ekonomi regional. Dengan hal tersebut 

dapat memberikan pengawasan dan pelatihan secara langsung kepada 

pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung. 

 

                                                           
23

Ummu Salamah, Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Insan Akademi, 2012), 

hal .1 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan pembahasan skripsi terdiri dari beberapa BAB, 

yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

 Pada bab pendahuluan ini membahas pertumbuhan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah yang ada di Tulungagung. Di dalam 

pendahuluan ini dibagi menjadi tujuh sub bab yaitu. (A) Latar 

Belakang, (B) Rumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) 

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, (E) Manfaat 

Penelitian, (F) Penegasan Istilah dan (G) Sistematika Pembahasan 

Skripsi. 

BAB II      Kajian Pustaka 

 Pada bab ini mengemukan konsep atau teori yang melandasi dalam 

penelitian. Kajian pustaka terdiri dari enam sub bab, yaitu (A) 

Peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM, (B) Peran Pusat 

Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (PLUT KUMKM), (C) Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM), (D) Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM), (E) Permasalahan UMKM, (F) Pemberdayaan UMKM, 

(G) Kesejahteraan Pengusaha UMKM, (H) Penelitian Terdahulu, 

(I) Kerangka Berfikir 
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BAB III  Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu (A) 

Pendekatan dan Jenis Pendekatan, (B) Waktu dan Tempat 

Penelitian, (C) Data dan Sumber Data Penelitian, (D) Teknik 

Pengumpulan Data, (E) Teknik Analisis Data, (F) Keabsahan Data, 

dan (G) Tahap-tahap Penelitian. 

BAB IV  Hasil Penelitian 

 Pada bab ini berisi paparan data yang diperoleh peneliti dari 

sumber data. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu (A) Latar 

Belakang Obyek Penelitian, (B) Hasil Temuan Lapangan dan (C) 

Analisis Data. 

BAB V Pembahasan  

 Pada bab ini membahas hasil penelitian yang dikaji, dalam bab ini 

terdiri dari tiga Sub bab yaitu: (A) Peran pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM serta PLUT KUMKM, (B) Faktor 

pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan UMKM oleh 

Dinas Koperasi dan UMKM serta PLUT KUMKM  terhadap 

kesejahteraan pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten 

Tulungagung. (C) Implikasi dari peran Dinas Koperasi dan UMKM 



25 
 

serta PLUT KUMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten 

Tulungagung. 

BAB VI Penutup 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

dan hasil pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak-

pihak terkait untuk memajukan UMKM yang berada di 

Tulungagung. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Dalam 

bab ini terdiri dua sub bab yaitu (A) Kesimpulan, (B) Saran 


